
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE 

LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PARU KRONIK  

TAHUN ANGGARAN 2018 (2061.510) 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan 

Unit Eselon I/II : Ditjen P2P/BBTKLPP Yogyakarta 

Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Hasil (Outcome) : Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat 
penyakit serta meningkatnya pencegahan dan 
penanggulangan penyakit tidak menular 

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular  

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah 

Jenis Keluaran (Output)  : Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru 
Kronik 

Volume Keluaran (Output) : 1 
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan  

 

 

A.  Latar Belakang  
1. Dasar Hukum 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah 
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  2349/Menkes/PER/XI/2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan 
Penganggaran Bidang Kesehatan 

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan 
Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranBERUBAH SETIAP TAHUN 

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2017BERUBAH SETIAP TAHUN 

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor266/MENKES/SK/III/2004 tentang Tata Cara 
Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular 

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/52 Menkes/2015 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 

- Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor 
HK. 03. 05/D/I.4/1983/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Klasifikasi Unit 
Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit 
Menular 

- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang 
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar 



- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyaki Nomor 
HK.02.03/D.1/I.1/1294/2016 tentang Petunjuk Perencanaan dan Penganggaran Program 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular 
Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu 

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit 
Tidak Menular 

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian 
Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan 

- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
188/Menkes/Pb/I/2011, Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan 
Tanpa Rokok 

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 62 Tahun 2015 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah 
 

2. Gambaran Umum 
PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran 

napas yang bersifat progressif nonreversibel atau reversibel parsial. PPOK terdiri dari bronkitis 
kronik dan emfisema atau gabungan keduanya. Merokok merupakan faktor risiko terpenting 
dalam PPOK. Salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan kasus penyakit tersebut 
adalah kebiasaan merokok yang masih tinggi (laki-laki di atas 15 tahun 60-70 %). 

Data mengenai perilaku merokok di Indonesia menunjukkan kondisi yang 
memprihatinkan, ditandai dengan besarnya proporsi perokok, dininya usia inisiasi merokok, 
dan tingginya paparan asap rokok pada populasi non-perokok (perokok pasif). Menurut data 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 28.2% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas adalah 
perokok aktif (Riskesdas 2010). Perilaku merokok ini terkait gender, oleh karena prevalensi 
merokok pada laki-laki (54,1%) jauh lebih tinggi dibandingkan pada perempuan (2,8%). 
Merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga biasa dilakukan oleh remaja usia 
pelajar. Menurut data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2009, 30,4% pelajar berusia 
13-15 tahun adalah perokok. Hal ini tidaklah mengherankan, karena perilaku merokok di 
Indonesia dimulai sejak usia dini. Menurut data Riskesdas (2010), sebagian besar perokok di 
Indonesia mulai merokok setiap hari sejak usia 15-19 tahun (43,7%), namun demikian 1% dari 
perokok yang disurvei mulai merokok sejak usia 5-9 tahun (1%). Besarnya proporsi perokok 
menyebabkan paparan asap rokok pada populasi non-perokok juga besar. Menurut Riskesdas, 
sebagian besar perokok (68,5%-82.3%) merokok di rumah dengan kehadiran anggota keluarga 
yang lain. Kondisi serupa juga dialami oleh remaja, karena 68,1% responden GYTS menyatakan 
tinggal dengan anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Di luar rumah pun, 
diperkirakan 78.1% remaja terpapar asap rokok (GYTS 2009) 

Merokok tidak hanya berdampak pada orang yang merokok (perokok aktif) tetapi juga 
pada orang yang tidak merokok yang berada disekitar para perokok (perokok pasif). Rokok 
mengandung berbagai macam zat adiktif yang merupakan faktor risiko terhadap berbagai 
penyakit seperti penyakit jantung, stroke, penyakit paru, berbagai jenis kanker terutama kanker 
paru dan mulut, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Asap rokok terbukti dapat 
membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan 
tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok. 

Untuk melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, 
maka pemerintah melaui Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 
menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya”. 
Ketentuan dalam undang-undang tersebut diwujudkan dalam Peraturan Bersama Menteri 
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama tersebut, 
dinyatakan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan 
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau 
mempromosikan produk tembakau. Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan 
kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota. Di Lingkungan sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. juga 
menerbitkan Peraturan Kemendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 
Lingkungan Sekolah. 

Berdasarkan situasi tersebut di atas, BBTKLPP Yogyakarta yang merupakan salah satu unit 
pelaksanan teknis di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, melalui 
program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) menginisiasi kegiatan 
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik melalui 2 kegiatan yaitu 



Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Penegakan KTR di Sekolah dan Kajian Faktor Risiko 
Perokok Pada Anak Sekolah untuk mengendalikan perilaku merokok pada kelompok usia 
sekolah menengah (usia 13-18 tahun). Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengawasan 
Penegakan KTR di Sekolah akan dilaksanakan di 4 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 
yaitu Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan 1 Kabupaten di DIY yaitu 
Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk kegiatan Kajian Faktor Risiko Perokok Pada Anak Usia 
Sekolah akan dilaksanakan di Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Kabupaten/kota tersebut 
dipilih karena telah memiliki peraturan daerah mengenai KTR baik raperda maupun perda dan 
merupakan kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terpengaruh peredaran rokok yang ada 
di wilayah tersebut. 

Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mengevaluasi bagaimana penerapan 
peraturan KTR di sekolah-sekolah sehingga mencegah lebih dini paparan rokok, peredaran 
rokok pada anak-anak usia sekolah sehingga dapat menurunkan prevalensi perokok pada anak 
usia sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik.  

 
B.  Penerima Manfaat  

1. Pemegang Program Pengendalian PTM Kementerian Kesehatan R.I. sebagai pelaksana 
program akan memperoleh data penerapan KTR di seklah dan data perokok usia muda. 

2. Pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan kota/kabupaten, dan masyarakat 
umum dengan terciptanya sekolah (tempat pendidikan) sebagai kawasan tanpa rokok. 

3. Masyarakat umum di wilayah kerja BBTKLPP Yogyakarta sebagai pelaku dapat lebih 
memahami mengelola kesehatan pribadinya sehingga terhindar dari masalah kesehatan 
akibat merokok. 
 

C.  Strategi Pencapaian Keluaran  
1. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola 
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2018, pelaksanaannya 
diatur sebagai berikut: 

 
MELAKSANAKAN KAJIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI 
DAERAH YANG TELAH MEMILIKI PERATURAN KTR (056) 
 
PELAKSANAAN MONITORING PENGAWASAN PENEGAKAN KTR DI SEKOLAH (A) 

  
Rapat Persiapan 
Rapat persiapan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan utama. Pada tahap ini 
dilakukan diskusi dengan dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan 
dinas pendidikan kabupaten/kota di kab/kota yang menjadi lokasi kegiatan yaitu Kota 
Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Bantul. Rapat dilaksanakan 
untuk berkoordinasi mengenai teknis pelaksanaan kegiatan dan menentukan sekolah yang 
akan dijadikan sebagai lokasi kegiatan. Dari daftar sekolah sebagai lokasi kegiatan yang telah 
didapat akan dikelompokkan sesuai kecamatan untuk menentukan tenaga dari puskesmas 
setempat sebagai tenaga evaluator. Tahapan ini akan memakan waktu selama 1 hari kerja. 
Kegiatan direncanakan dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah dan satu 
kabupaten/kota di DIY. 
 
Pembekalan Tenaga Evaluator 

Pembekalan bertujuan untuk mempersiapkan 16 orang tenaga evaluator baik dari BBTKLPP 
Yogyakarta (4 orang) maupun petugas daerah kab/kota (12 orang) dalam pengumpulan data 
penerapan KTR di sekolah. Pada pembekalan ini akan dilakukan uji coba instrumen observasi 
dan wawancara implementasi KTR di sekolah, juga didiskusikan teknis pengambilan data, 
dan administrasi pertanggungjawaban kegiatan. Tahapan ini akan memakan waktu selama 1 
hari kerja per kab/kota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pengumpulan Data  
Dalam kajian ini diharapkan 50% sekolah di kab/kota dapat dsurvey. Survey dilakukan 
dengan melihat apakah 8 indikator penerapan KTR telah diterapkan di sekolah juga 
wawancara penanggungjawab sekolah mengenai pengelolaan KTR di sekolah. Berdasarkan 
data sekunder diperoleh informasi jumlah sekolah di Kota Surakarta, Kota Magelang, 
Kabupaten Salatiga dan Kabupaten Bantul sebagai berikut: 
 

No Kab/Kota SD SMP SMA/SMK Total Jumlah Sampel 

1 Kota Surakarta 283 95 102 480 240 

2 Kota Magelang 79 24 36 139 70 

3 Kabupaten Sukoharjo 561 92 67 720 360 

5 Kabupaten Bantul 353 85 75 513 256 

 Total     926 

 
Pengumpulan data dilaksanakan selama 5 hari dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut: 

 16 orang evaluator berasal dari dinas kesehatan, puskesmas, dinas pendidikan dan 
BBTKLPP Yogyakarta 

 16 orang evaluator akan dibagi menjadi 8 tim, dimana masing-masing tim terdiri dari 2 
orang. 

 Tugas anggota tim yaitu satu orang melakukan observasi lingkungan sekolah dan satu 
orang melakukan wawancara penanggungjawab sekolah 

 Masing-masing tim diharapkan satu hari diharapkan dapat melakukan survey pada 7-8 
sekolah sehingga selama lima hari satu tim akan menyelesaikan 35-40 sekolah dan dari 8 
tim akan bisa disurvey 280-320 sekolah. Jika hari kerja yang disediakan adalah 15 hari 
maka total sekolah yang bisa disurvey sekitar 840-960 sekolah. Dengan pengaturan 
sekolah yang disurvey untuk masing-masing team dipilih yang berdekatan (setelah 
dilakukan pemilihan sekolah secara random sampling) diharapkan jumlah sekolah yang 
diurvey sesuai target. 

 
Desiminasi Informasi   

Desiminasi informasi bertujuan untuk menginformasikan hasil kegiatan yang berupa hasil 
evaluasi penerapan KTR di sekolah. Kegiatan ini merupakan pertemuan dengan guru, siswa, 
dan personel dinas kehatan dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Kegiatan ini 
akan memakan waktu selama 1 hari kerja. 
 
Konsultasi Implementasi Pengendalian Dampak Rokok 

Konsultasi implementasi pengendalian dampak rokok akan dilakukan dengan kunjungan ke 
Ditjen P2P khususnya direktorat P2PTM. Maksud kunjungan adalah untuk memperoleh 
informasi mengenai kebijakan dan program pengendalian dampak rokok di tingkat nasional 
yang nantinya akan menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana 
kegiatan di tahun mendatang. Konsultasi direncanakan dilaksanakan satu kali dengan 
melibatkan struktural dan fungsional pengelola program PPTM di BBTKLPP Yogyakarta. 
 
Supervisi Implementasi Kebijakan Pengendalian Dampak Rokok  
Supervisi bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok yang telah 
disusun oleh sekolah. Pada tahap ini, dilakukan diskusi dengan pihak sekolah untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan diimplementasikan dan hambatan dalam pelaksanaan 
kebijakan tersebut. Tahap ini akan berlangsung selama 1 hari. 
 
KAJIAN FAKTOR RISIKO PEROKOK PADA ANAK USIA SEKOLAH (B) 

  
Rapat persiapan dan pengumpulan data awal 
Rapat persiapan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan utama. Pada tahap ini 
dilakukan diskusi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas pendidikan 
kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Yogyakarta untuk 
membahas teknis pelaksanaan kegiatan dan menentukan sekolah yang akan dijadikan sebagai 
lokasi kegiatan. Tahapan ini akan memakan waktu selama 1 hari kerja.  

 
Pengumpulan data 
Dalam kajian ini dilakukan screening perokok usia dini, dengan sasaran siswa sekolah SMP 
dan SMA/SMK (rentang usia 12-18 tahun). Dalam pengumpulan data direncanakan 
dilakukan wawancara dengan 1000 siswa SMP dan SMA/SMK di masing-masing 
kabupaten/kota menggunakan kuesioner untuk mengetahui perilaku merokok pada siswa, 



pengukuran kadar CO pernafasan, dan focus group discussion (FGD) mengenai penerapan KTR 
di sekolah menurut siswa SMP dan SMA/SMK.. Untuk pemeriksaan kadar CO pernafasan 
menggunakan 3 buah alat CO Analyzer. 
Pengumpulan data dilaksanakan selama lima hari dengan rencana pengaturan sebagai 
berikut: 

 Tiga orang petugas dari BBTKLPP Yogyakarta dan Dinas Kesehatan setempat akan 
melakukan pengukuran CO pernafasan dan wawancara perilaku pada responden 

 Empat orang petugas dari BBTKLPP Yogyakarta, Dinas Kesehatan, dan dinas pendidikan 
akan melakukan FGD dengan peserta 9 siswa perwakilan dari kelas X, XI, XII masing-
masing tiga orang siswa. 

 
Supervisi Implementasi Kebijakan Pengendalian Dampak Rokok  
Supervisi bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan pengendalian rokok yang telah 
disusun oleh sekolah. Pada tahap ini, dilakukan diskusi dengan pihak sekolah untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan diimplementasikan dan hambatan dalam pelaksanaan 
kebijakan tersebut. Tahap ini akan berlangsung selama 1 hari. 
 
Desiminasi Informasi  
Tujuan dilaksanakan diseminasi informasi untuk mensosialisasikan hasil kepada stake holder, 
yaitu aparat pemerintah daerah, instansi terkait (dinas kesehatn dan dinas pendidikan), dan 
tokoh masyarakat/akademisi/pemerhati masalah rokok. Kegiatan ini berbentuk pertemuan. 
Dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi 
terkait sesuai dengan kebutuhan/kondisi daerah. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi 
masukan bagi pemerintah daerah dalam penegakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan upaya 
pengendalian perokok usia dini di daerah masing-masing. Tahapan ini akan memakan waktu 
1 hari. 
 

Matrik pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 
 

 
 
 

No Tahapan  
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

056 Kajian Implementasi 
Kawasan Tanpa Rokok di 
Daerah yang telah memiliki 
Peraturan KTR 

Utama   
          

  

A Kajian Penerapan KTR di 
Sekolah 

             

 Rapat Persiapan    
  

                    

 Pembekalan Tenaga 
Evaluator 

   
 

         

 Pengumpulan Data     
   

             

 Diseminasi informasi               
    

        

 Konsultasi Implementasi 
Pengendalian Dampak 
Rokok 

  
  

          

 Supervisi Pelaksanaan 
Kegiatan  

   
   

       

B Kajian Faktor Risiko 
Perokok Pada Anak Usia 
Sekolah 

             

 Rapat persiapan dan 
Pengumulan data awal 

   
  

                    

 Pengumpulan Data         
    

        

 Supervisi Pelaksanaan 
Kegiatan  

       
    

    

 Diseminasi informasi             
  

      



D.  Kurun Waktu Pencapaian Keluaran  
Waktu pencapaian keluaran secara keseluruhan adalah 10 bulan mulai Bulan Februari s.d. 
Nopember 2018 dalam satu tahun anggaran. 
 

 
E.  Biaya Yang Diperlukan  

Untuk pencapaian Output ini dibutuhkan biaya yang bersumber dari DIPA BBTKLPP Yogyakarta 
T.A. 2018 sebesar Rp. 270,115,000,- (Dua ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu rupiah) 
dengan RAB terlampir  

 
 
 

  Yogyakarta,       Februari 2017 
  Kepala BBTKLPP Yogyakarta 

 
 
 

         Dr. Hari Santoso S.K.M., M. Epid., M.H.Kes. 
   NIP 195906181983031001 







KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE 
LAYANAN POSBINDU PTM TAHUN ANGGARAN 2018 (2061.500) 

 
 
 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan 
Unit Eselon I/II : Ditjen P2P/BBTKLPP Yogyakarta 
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Hasil (Outcome) : Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat 

penyakit serta meningkatnyapencegahan dan 
penanggulangan penyakit tidak menular 

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular  

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan 
Posbindu PTM  

Jenis Keluaran (Output)  : Layanan Posbindu PTM  
Volume Keluaran (Output) : 1 
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan 

 
A. Latar Belakang 

1. Dasar Hukum  
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  2349/Menkes/PER/XI/2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan 
Penganggaran Bidang Kesehatan 

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 266/MENKES/SK/III/2004 tentang Tata Cara 
Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular 

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/52 Menkes/2015 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 

- Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor 
HK. 03. 05/D/I.4/1983/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penilaian Klasifikasi 
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan 
Penyakit Menular 

- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang 
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar 



- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyaki Nomor 
HK.02.03/D.1/I.1/1294/2016 tentang Petunjuk Perencanaan dan Penganggaran Program 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 dan peraturan lain yang terkait 

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113) 

- Kepmenkes RI Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu. 

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit 
Tidak Menular 

 
2. Gambaran Umum  

Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes 
melitus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya merupakan 
63% penyebab kematian di seluruh dunia dan membunuh 36 juta jiwa per tahun. Secara 
global, regional, dan nasional pada tahun 2030 diproyeksikan akan terjadi transisi 
epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, dimana PTM akan 
menjadi masalah kesehatan utama menggantikan penyakit menular. Peningkatan PTM ini 
berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa. Pengobatan PTM seringkali 
memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar. Beberapa jenis PTM merupakan penyakit 
kronik dan/atau katastropik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. 
Selain itu, salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen. 
Di Indonesia, data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan angka kematian yang disebabkan oleh 
penyakit tidak menular meningkat dari 41,4% pada tahun 1995 menjadi 59,5% pada tahun 
2007, dengan stroke sebagai penyebab kematian terbanyak pada kelompok usia diatas 5 
tahun. Di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 dilaporkan secara keseluruhan terdapat 
603.840 kasus baru. Proporsi terbesar kasus yang dilaporkan adalah hipertensi (57,8%), 
Dibetes Melitus (18,33%), dan asma (11,5%). Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 
penyakit tidak menular utama yang dihadapi adalah Diabetes Melitus dan hipertensi. 
Berdasarkan data Riskesdas 2013, angka DM di DIY merupakan tertinggi di Indonesia, 
sedangkan angka hipertensi merupakan ketiga tertinggi di Indonesia. Hipertensi dan DM 
merupakan faktor risiko utama pada kejadian stroke dan penyakit jantung koroner, dan pada 
akhirnya menyebabkan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh stroke dan PJK di 
provinsi tersebut. 

Untuk mengendalikan laju PTM, Kementrian Kesehatan melakukan pendekatan 
surveilans faktor risiko, registri penyakit, dan surveilans kematian yang dilaksanakan melalui 
kerja sama lintas sektoral dan pembentukan jejaring.Surveilans faktor risiko PTM di 
masyarakat diprioritaskan pada faktor risiko genetis melalui riwayat penyakit keluarga, faktor 
risiko perilaku (merokok, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, dan 
konsumsi minuman beralkohol), dan kondisi fisik berisiko (obesitas, obesitas sentral, tekanan 
darah, kadar gula darah, kadar kolesterol darah, kadar trigliserida darah, arus ekspirasi, kadar 
amfetamin urin, kadar alkohol pernafasan, pemeriksaan klinis payudara, dan inspeksi visual 
dengan asam asetat/IVA). Surveilans faktor risiko tersebut dilaksanakan berbasis Pos 
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM di tingkat desa.  

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) 
Yogyakarta merupakan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2349/MENKES/PER/XI/2011. Wilayah layanan BBTKLPP Yogyakarta di 2 (dua) wilayah 
yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota dan D.I. Yogyakarta dengan 5 
kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BBTKLPP Yogyakarta diantaranya 
menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular. 
Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bidang Surveilans Epidemiologi (SE). Bidang SE 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang surveilans epidemiologi 
penyakit menular dan penyakit tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan 
penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan 



matra,  kemitraan, dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans 
epidemiologi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang SE melakukan berbagai 
kegiatan di tahun anggaran 2018 dalam rangka mendukung program pengendalian penyakit 
dan penyehatan lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan Kementerian Kesehatan R.I. 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, khususnya di Bidang SE 
BBTKLPP Yogyakarta tahun 2018, disusun program dan anggaran yang berbasis kinerja. 
Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung terwujudnya upaya pencegahan 
dan pengendalian penyakit melalui penanggulangan faktor risiko. Dalam hal pencegahan dan 
penanggulangan penyakit tidak menular, Bidang SE BBTKLPP Yogyakarta melaksanakan 
kegiatan Layanan Posbindu PTM di wilayah kerjanya, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data, presentase terbesar penduduk berisiko (>15 tahun) 
yang memeriksakan diri untuk pemgukuran tekanan darah adalah di Kota Salatiga, 
sedangkan presentase terendah adalah di Kabupaten Banjarnegara. Secara umum hal ini 
mencerminkan cakupan pemeriksaan Posbindu PTM yang cukup tinggi di Kota Salatiga, dan 
sebaliknya di Kab. Banjarnegara. Oleh karenanya,  Kajian Peran Serta Masyarakat terhadap 
Pemanfaatan Posbindu PTM akan dilaksanakan di Kota Salatiga dan Kab. Banjarnegara. 
Selain itu, kajian ini akan dilaksanakan di Kab. Karanganyar oleh karena berdasarkan 
informasi dari Dinas Kesehatan, kegiatan Posbindu PTM di wilayah tersebut dianggap sudah 
melibatkan masyarakat secara aktif. Sedangkan Kajian FR Risiko Usia Produktif akan 
dilaksanakan di Kab. Wonosobo dan Kab. Kebumen, dikarenakan kabupaten tersebut 
memiliki proporsi terbesar hipertensi di Jawa Tengah. Untuk DIY, kedua kajian akan 
dilaksanakan  di Kota Yogyakarta, dikarenakan angka prevalensi hipertensi dan DM 
diketahui meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data tahun 2015, sebesar 18,49% 
penduduk berusia >15 tahun yang memeriksakan diri ke Puskesmas maupun Posbindu PTM 
mengalami tekanan darah tinggi. Dengan pelaksanaan kegiatan Kajian Peran Serta 
Masyarakat dalam Pemanfaatan Posbindu, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Posbindu, sehingga cakupan 
kegiatan dapat meningkat. Sedangkan pelaksanaan Kajian FR PTM di Usia Produktif 
diharapkan dapat mengidentifikasi faktor risiko utama terjadinya PTM di usia produktif, 
sehingga dapat disusun rekomendasi bagi pengendaliannya. 

 
B.  Penerima Manfaat  

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah stakeholders terkait yaitu pemerintah 
daerah, dinas kesehatan kota/kabupaten, pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa, dan 
masyarakat umum di lokasi pelaksanaan kegiatan. Diharapkan hasil kajian dapat menjadi 
masukan bagi pelayanan Posbindu PTM di daerah terkait sebagai salah satu upaya 
pengendalian penyakit tidak menular. 

 
C.  Strategi Pencapaian Keluaran 

1. Metode Pelaksanaan  
Kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola 
 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan  
 
MELAKSANAKAN POSBINDU PTM (051) 
 
KAJIAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN POSBINDU 
PTM (A) 
 
Persiapan Kegiatan 

Persiapan kegiatan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan utama. Persiapan 
kegiatan didahului dengan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengumpulan 
data sekunder tentang cakupan kegiatan PTM di Kabupaten dan masukan secara umum 
tentang peran serta masyarakat. Selain itu, akan dilaksanakan koordinasi dengan Dinas 
Kesehatan Kab/Kota tempat pelaksanaan kegiatan, yaitu Kab. Karanganyar, Kota Salatiga, 



dan Kab. Banjarnegara di Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta di DIY. Di 
tingkat Kabupaten, persiapan kegiatan mencakup penyusunan daftar responden yang akan 
diwawancarai. Pelaksanaan kegiatan di Jawa Tengah membutuhkan waktu 2 hari di setiap 
lokasi, sedangkan di DIY 1 hari. Dengan demikian, total waktu yang dibutuhkan untuk 
koordinasi adalah 9 hari kerja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas BBTKLPP 
Yogyakarta di setiap lokasi, yang terdiri atas Struktural Bidang SE sebagai kepala 
rombingan,  Ketua Tim Kajian dan fungsional epidemiolog/fungsional Bidang untuk 
menjelaskan teknik kegiatan dan pengolah data, dan fungsional umum sebagai petugas 
administrasi dan dokumentasi 
 
Pengumpulan data 
Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali. Kegiatan pengumpulan data yang pertama 
berupa pengumpulan data mengenai peran serta masyarakat terhadap pemanfaatan 
Posbindu yang dilakukan dengan cara wawancara dengan penanggungjawab Posbindu dan 
kader dan pengisian kuesioner oleh peserta Posbindu dan anggota masyarakat untuk 
mengetahui bentuk dan tahapan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posbindu, potensi 
dan masalah, dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan Posbindu. Pengumpulan data 
pertama dilaksanakan oleh 4 orang petugas BBTKLPP Yogyakarta dan 4 orang petugas 
daerah (Dinas Kesehatan dan Puskesmas). Petugas BBTKLPP Yogyakarta terdiri atas 1 orang 
struktural Bidang SE, 2 orang fungsional epidemiolog/fungsional bidang SE, dan 1 orang 
petugas administrasi. Wawancara aparat Desa dilakukan di kantor aparat yang 
bersangkutan, sedangkan wawancara anggota masyarakat dilakukan di rumah masing-
masing. Pengumpulan data kedua dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk focus group 
discussion (FGD) dengan menghadirkan penanggungjawab Posbindu, kader, tokoh 
masyarakat, perwakilan anggota Posbindu dan petugas kesehatan terkait. FGD dilakukan 
dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan 
Posbindu PTM di lokasi kajian berdasarkan persepektif berbagai unsur lintas sektor yang 
terlibat dalam pelaksanaan Posbindu PTM. Informasi yang ingin diperoleh dari 
dilaksanakannya FGD adalah keterlibatan/peran serta berbagai lintas sektor mulai dari 
pendirian sampai pelaksanaan Posbindu PTM. Dengan dikumpulkannya lintas sektor dalam 
suatu FGD diharapkan informasi yang diperoleh bisa langsung dikonfirmasi oleh peserta 
yang hadir. Pertemuan untuk FGD dilakukan di Balai Desa. Jumlah peserta FGD adalah 20 
orang, didampingi oleh petugas BBTKLPP Yogyakarta sebanyak 5 orang, terdiri atas 1 orang 
struktural bidang SE, 3 orang anggota Tim kajian/fungsional epidemiolog/fungsional 
bidang, dan 1 orang petugas administrasi. Pengumpulan data ini dilaksanakan di 3 
Kab/Kota di Jawa Tengah dan 1 Kab/Kota di DIY yang menjadi lokasi kegiatan. 
Pengumpulan data pertama memakan waktu selama 3 hari di masing-masing lokasi di 
Propinsi Jawa Tengah dan 2 hari di DIY, sedangkan pengumpulan data kedua 
membutuhkan waktu 2 hari di Jawa Tengah dan 1 hari di DIY. Dengan demikian, tahap ini 
membutuhkan total waktu 18 hari kerja. 
 
Diseminasi Informasi  
Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi hasil kajian dalam bentuk pertemuan. Pertemuan 
dihadiri 23 peserta/undangan terdiri atas petugas dinas kesehatan, petugas puskesmas, 
penanggungjawab Posbindu, kader, anggota masyarakat dan tokoh masyarakat. Pada 
sosialisasi ini, dipresentasikan hasil kajian peran serta masyarakat dilanjutkan dengan 
diskusi dan rencana tindak lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas BBTKLPP 
Yogyakarta yang terdiri atas struktural Bidang SE dan anggota Tim Kajian. Tahap desiminasi 
informasi dilaksanakan di tingkat kabupaten dan membutuhkan waktu 2 (dua) hari di 
masing-masing Kab/kota di Propinsi Jawa Tengah dan 1 (satu) hari di DIY, dengan total 
waktu 7 hari. 
 
Konsultasi Layanan Posbindu PTM 
Kegiatan ini berupa konsultasi ke Direktorat Penyakit Tidak Menular di Jakarta mengenai 
kegiatan PTM secara umum, baik Kajian Peran Serta Masyarakat maupun Kajian Faktor 



Risiko PTM pada Usia Produktif. Konsultasi dilaksanakan oleh 3 orang BBTKLPP 
Yogyakarta selama 2 hari, terdiri atas Pejabat Struktural BBTKLPP Yogyakarta. 
 
Supervisi Pelaksanaan Kegiatan  
Supervisi kegiatan dilaksanakan di masing-masing lokasi Kajian, yaitu di 3 Kab/Kota di 
Jawa Tengah dan 1 Kab/Kota di DIY. Kegiatan ini dilaksanakan oleh struktural terkait dari 
BBTKLPP Yogyakarta, selama 2 hari di Jawa Tengah dan 1 hari di DIY, dengan total waktu 
yang dibutuhkan 7 hari. 
 
KAJIAN FAKTOR RISIKO PTM PADA USIA PRODUKTIF (B) 
 
Kajian ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu di 2 (dua) Kab/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah, 1 (satu) Kab/Kota di DIY, dan di Kantor BBTKLPP Yogyakarta. Kegiatan di Kantor 
BBTKLPP Yogyakarta terdiri atas pemeriksaan FR PTM berbasis Posbindu yang akan 
dilaksanakan setiap bulan, satu kali Seminar mengenai Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular, dan satu kali kegiatan refreshing bagi petugas Posbindu. Sedangkan kegiatan yang 
dilaksanakan di Kab/Kota terdiri atas 3 tahapan, yaitu Koordinasi, Pengumpulan Data, dan 
Diseminasi Informasi. Secara umum, kegiatan kajian di Kab/Kota bertujuan untuk 
mengidentifikasi faktor risiko PTM di usia produktif berbasis kegiatan Posbindu. Kajian ini 
dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Populasi kajian adalah peserta Posbindu di Kecamatan 
tersebut. Pada kajian ini, akan dilakukan pemilihan responden sejumlah 120 orang secara 
proporsional dari posbindu-posbindu yang ada di Kecamatan tersebut.  
 
 
Persiapan Kegiatan 
Persiapan kegiatan dilaksanakan di dua lokasi Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan satu 
lokasi Kab/Kota di DIY, dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota masing-masing. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dengan Dinas Kesehatan mengenai rencana 
kegiatan di Kab/Kota tersebut. Saat koordinasi dilakukan pemaparan rencana kegiatan dan 
diskusi untuk mendapatkan masukan dari Dinas Kesehatan. Selain itu, juga dilakukan 
pengumpulan data sekunder tentang kegiatan Posbindu PTM dan pemilihan Kecamatan 
untuk lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas BBTKLPP Yogyakarta 
yang teridiri atas 1 orang struktural bidang SE, dua orang anggota Tim Kajian/fungsional 
epidemiolog, dan 1 orang petugas administrasi, dan akan membutuhkan waktu 2 hari di 
Provinsi Jawa Tengah dan 1 hari di DIY, dengan total pelaksanaan 5 hari kerja.  
 
Pengumpulan Data I 
Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data sekunder mengenai kegiatan pemeriksaan 
faktor risiko di semua Posbindu yang ada di Kecamatan. Bentuk kegiatan adalah pertemuan, 
yang dilaksanakan di Puskesmas dengan menghadirkan  17 orang yang terdiri atas petugas 
Dinas Kesehatan Kabupaten (1 orang), petugas Puskesmas penanggungjawab kegiatan 
Posbindu (4 orang), dan kader Posbindu yang ada di tingkat Kecamatan (12 orang). Kegiatan 
dilaksanaan di kantor kecamatan/Puskesmas. Pada pertemuan ini, petugas Posbindu 
beserta kader membawa data hasil pemeriksaan FR Posbindu untuk didiskusikan bersama. 
Berdasarkan data tersebut, dilakukan pemilihan responden yang terdiri atas kasus dan 
kontrol. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang petugas BBTKLPP Yogyakarta yang terdiri 
atas 1 orang struktural bidang SE,  2 orang fungsional epidemiolog/bidang, dan 1 orang 
petugas administrasi. Kegiatan ini akan memakan total waktu 5 hari kerja. 
 
Pengumpulan Data II 
Pengumpulan data II dilaksanakan dengan melibatkan total 120 responden perkecamatan. 
Dilakukan wawancara untuk mengetahui riwayat PTM keluarga, riwayat penyakit 
terdahulu, pola konsumsi gula, garam, lemak, dan kebiasaan merokok serta olahraga. 
Wawancara dilakukan oleh petugas BBTKLPP Yogyakarta sebanyak 5 orang, terdiri atas 4 
orang anggota Tim Kajian/fungsional epidemiolog/fungsional bidang dan 1 orang petugas 
administrasi dibantu oleh petugas Dinas Kesehatan/Puskesmas sebanyak 6 orang, dan 3 



orang kader. Pada hari I, dilakukan rapat dengan petugas daerah (Dinas Kesehatan dan 
Puskesmas) yang akan melakukan wawancara pengumpulan data untuk uji coba kuesioner. 
Pada hari kedua, pengumpulan data dilakukan di Kantor Kecamatan/Balai Desa dengan 
mendatangkan responden ke tempat tersebut. Kegiatan ini membutuhkan waktu 3 hari di 
masing-masing lokasi di Jawa Tengan dan 2 hari DIY, dengan total waktu 7 hari.  
 
Desiminasi Informasi  

Desiminasi informasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan dinas kesehatan, 
puskesmas, dan tokoh masyarakat setempat di kantor kecamatan/balai desa. Pada kegiatan 
ini dipaparkan hasil analisa data faktor risiko PTM. Dari analisa tersebut, dapat 
diidentifikasi faktor risiko utama dan prioritas pengendaliannya. Selain pemaparan, 
dilakukan diskusi untuk merumuskan tindak lanjut dan rekomendasi bagi peningkatan 
kegiatan Posbindu PTM di Kecamatan. Pertemuan ini dihadiri oleh 18 peserta daerah dan 4 
orang petugas BBTKLPP Yogyakarta, terdiri atas 1 orang pejabat struktural, 2 orang anggota 
Tim Kajian/fungsional bidang, dan 1 orang petugas admnistrasi. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan total waktu yang dibutuhkan 5 hari kerja.  
 
Supervisi Pelaksanaan Kegiatan  

Supervisi kegiatan dilaksanakan di lokasi Kajian, yaitu di 2 Kab/Kota di Jawa Tengah. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh struktural terkait dari BBTKLPP Yogyakarta, selama 2 hari di 
Jawa Tengah, dengan total waktu yang dibutuhkan 4 hari. 
 
Rincian jadwal sebagai berikut : 

 
  
D.  Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 

Kurun waktu  pencapaian keluaran ini adalah satu tahun anggaran, yaitu dari bulan Januari 
2018 sampai Desember 2018. 

 
E.        Biaya Yang Diperlukan  

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output ini berjumlah Rp 286,134,000,- (Dua 
ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu lima rupiah) sebagaimana RAB 
terlampir. 

 
 
 
 
Yogyakarta,        Februari 2017 
Kepala BBTKLPP Yogyakarta 

 
 
 

Dr. Hari Santoso S.K.M, M. Epid, MH. Kes             
NIP 195906181983031001 
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